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PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Skr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam

perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, NIK XXXXXXX XXXXXX XXXXX, lahir di
Sukamara, 10 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMP Negeri 1
Sukamara, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX,
Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, NIK XXXXXXX XXXXxXX Xxxx, lahir di
Ponorogo, 03 Oktober 1996, umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il B Pangkalan Bun, tempat tinggal di XXXXxxXx XXXXXX
XxxxX Xxx, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2022, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor
4/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 7 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 M/05 Jumadil Akhir 1442 H, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukamara, Kecamatan
Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Buku
Nikah Nomor xxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXxXXX, Kelurahan Mendawai, Kecamatan
Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama 7
bulan, Tergugat sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang
meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat sering menceritakan urusan rumah tangga keorang tua
Tergugat sehingga orang tua Tergugat ikut campur.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang
pada Juni 2021 disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dan Tergugat
masih pergi meninggalkan penggungat. Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi
masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun penggugat tetap ingin
berpisah;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
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Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX XXXXXX XXXXX
xXxxxX xxxxxxxx) terhadap Penggugat (XxxxxxX XXXXXX XXXXXX XXXXX
XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap
sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/lKuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor
4/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 11 Januari 2022 dan 19 Januari 2022, yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan
keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai
melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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1. Bukti Surat
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx xxxxxx tanggal 19

Januari 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup

dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, diberi tanda P, diberi tanggal, serta diparaf;
2. Bukti Saksi
a. Xxxxxxx XXXXXX Xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXX XXxXxX, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah
suami Penggugat, saksi selaku Ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir
di XXXXXXX  XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXxX, Kelurahan Mendawai,
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan
Tengah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga mereka
mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Orang tua Tergugat terlalu
ikut campur dan terkesan mengatur dalam kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri mengenai ikut

campurnya |bu Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat, seperti kerapkali menyuruh Tergugat untuk datang ke
rumah orang tuanya setelah pulang kerja dari Pangkalan Bun dan
tidak segera ke tempat istrinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juli 2021 hingga sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi,

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa ibu Tergugat menyuruh orang tua Penggugat dan Penggugat
agar menceraikan Tergugat dan mengurusnya sendiri di Pengadilan;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk

mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat.

b. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX
xxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten
Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah
suami Penggugat, saksi selaku Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX,
Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan Juli 2021
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Orang Tua Tergugat terlalu
ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari
Penggugat dan Orang Tua Penggugat mengenai ikut campurnya Ibu
Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti
kerapkali menyuruh Tergugat untuk datang ke rumah orang tuanya
setelah pulang kerja dari Pangkalan Bun dan tidak segera ke tempat
istrinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira
kurang lebih sejak bulan Juli 2021 dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa ibu Tergugat menyuruh orang tua Penggugat dan Penggugat
agar menceraikan Tergugat dan mengurusnya sendiri di Pengadilan;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk

mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat
tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal
ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal
73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu
alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran
Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143
ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka
upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu
mempertimbangkan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat
dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam
kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat di Pengadilan
Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan
perceraian, wajib memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat
atau surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih
dahulu dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian,
sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

padahal sudah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat tidak juga
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menyerahkan atau mengirimkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang
dalam kapasitasnya sebagai pihak yang digugat cerai, atas hal tersebut Hakim
berpendapat, yang demikian itu tidak menjadi halangan untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara, sebab pihak yang berperkaralah yang berkepentingan
terhadap izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk
melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan
gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Orang Tua Tergugat terlalu ikut campur
dan mempengaruhi urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan
puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021, dimana Tergugat pergi dari rumah
kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat dan tak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,
namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya
Penggugat dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti surat P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah,
Nomor xxxxxxx xxxxxx, tertanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara) yang
telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan
301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020,
di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah

pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena
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dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang
sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi (XXxXXXXX XXXXXX XXXXXXX dan XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) yang telah
disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada
pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx XXXXXX XXXXXXX menerangkan
berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui sendiri secara langsung oleh saksi
tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Orang Tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa meskipun saksi XxxxXXXX XXXXXX XXXXXXxX tidak
melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali sebatas cerita dari
Penggugat kepada saksi, namun Xxxxxxx XXXXxXXx XXXXxxxx mengetahui sendiri
bahwa sekurang-kurangnya sejak Juli 2021 Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka (bukti
persangkaan/vermoedem) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi
pasangan suami isteri hidup terpisah, sejak Juli 2021 hingga sekarang, kemudian
oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan
permohonan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi
di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, bukti surat, dan keterangan saksi-
saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal
19 Januari 2021 dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Orang Tua Tergugat
terlalu ikut campur dan mempengaruhi dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-
kurangnya sejak bulan Juli 2021;

4. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
yang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk
kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan
yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage)
dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya
telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang
fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan
demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang
berbunyi:

A 553358 oA Jad g L) ) LA B0 531 i) Ba KT GBIS ) 4l e
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang...... .
sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian
merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan
yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua
belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak
sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut)
dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah
pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil
alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Fighiyah yang berbunyi:

CJLA.J\ g_ﬁ;‘_és e.wﬁ.a uldal) s A

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

HJM\MMUSSJAY)MMWAA}SeJu&@;\UU

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan
tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah
perceraian’;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 534
K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu
dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, maka tidak
bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila
akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, alat bukti, dan

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa
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gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat
dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'’in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir
di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka
sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dikabulkan secara
verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan yang menjatuhkan
talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali
dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali
dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XxXxxXxxX XXXXXX XXXXX
xxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXxxXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX
XXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Adeng Septi
Irawan, S.H., Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Sogiannor, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;
Panitera, Hakim,
ttd ttd
Sogiannor, S.Ag. Adeng Septi Irawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 595.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan :Rp 235.000,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 960.000,00
Terbilang (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
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